
 

 

  

 
WALIKOTA PALEMBANG 

PROVINSI SUMATERA SELATAN 
 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 
NOMOR   24  TAHUN 2021 

 

TENTANG 
 

PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF 
 PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA PALEMBANG, 
 

Menimbang  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mengingat 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 

a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum pengaturan 
pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah guna lebih 
meningkatkan kinerja instansi dalam pencapaian target 
penerimaan Pajak Daerah perlu memberikan tambahan 
penghasilan sebagai penghargaan atas kinerja dalam 
melaksanakan pemungutan Pajak Daerah;  

b. bahwa dalam pelaksanaan pemberian dan pemanfaatan 
Insentif Pemungutan Pajak Daerah berdasarkan asas 
kepatuhan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan 
dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan serta 
karakteristik dan kondisi objektif daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Pemberian dan Pemanfaatan 
Insentif Pemungutan Pajak Daerah;   
 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja 
Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang …  

      SALINAN 



 

 
 
 
 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  5161); 

7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2018 
Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2021 

Nomor 3); 
8. Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta 
Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota 
Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2016 
Nomor 74); 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN DAN 
PEMANFAATAN  INSENTIF  PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  

 

 
BAB  I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Kota adalah Kota Palembang. 
2. Walikota adalah Walikota Palembang. 
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang. 
4. Badan Pengelolaan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 

BPPD adalah Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota 
Palembang.  

5. Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah yang selanjutnya 
disebut Kepala BPPD adalah Kepala Badan Pengelolaan 
Pajak Daerah Kota Palembang. 

6. Pegawai Badan Pengelolaan Pajak Daerah yang selanjutnya 
disebut Pegawai BPPD adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon 
Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Non Pegawai Negeri Sipil 
Daerah yang bertugas pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah 
Kota Palembang. 

7. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kota Palembang. 
8. Kelurahan adalah Kelurahan dalam Kota Palembang. 

9. Pajak … 



 

 

 
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah 

kontribusi Wajib Pajak kepada Daerah yang terutang oleh 
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 
Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan 
besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan 
pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak serta pengawasan 
penyetorannya. 

11. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya 
disebut Insentif  adalah tambahan  penghasilan yang 
diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam 
melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi. 

12. Kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan pajak 
yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah yang dijabarkan secara triwulan dalam Peraturan 
Walikota. 

 
 

BAB II 
PENCAPAIAN TARGET KINERJA 

 
Pasal 2 

 
Pencapaian target kinerja tertentu pada BPPD merupakan 
pencapaian atas penerimaan perjenis Pajak Daerah tiap tahun 
ditetapkan sebagai berikut : 
a. sampai dengan triwulan I sebesar 15 % (lima belas 

perseratus); 
b. sampai dengan triwulan II sebesar 40 % (empat puluh 

perseratus); 
c. sampai dengan triwulan III sebesar 75 % (tujuh puluh lima 

perseratus); dan 
d. sampai dengan triwulan IV sebesar 100 % (seratus 

perseratus). 
 

Pasal 3 
 

(1) BPPD dapat diberikan insentif sebesar 5% (lima perseratus) 
perjenis pajak apabila mencapai target kinerja tertentu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. 

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dimaksudkan untuk meningkatkan: 
a. kinerja instansi; 
b. semangat kerja bagi pejabat dan pegawai BPPD; 
c. pendapatan daerah; dan 
d. pelayanan kepada masyarakat. 

(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
secara proporsional kepada: 
a. Pegawai BPPD sesuai dengan tanggung jawab masing-

masing; 
b. Walikota dan Wakil Walikota sebagai penanggung jawab 

pengelolaan keuangan daerah; 
c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan 

keuangan daerah; dan 

d. pemungut … 



 

 

d. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat 
kecamatan dan kelurahan yang membantu BPPD sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Pemberian insentif kepada Walikota, Wakil Walikota dan 

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum 
diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi. 

(5) Penerima pembayaran insentif dan besarnya pembayaran 
insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Keputusan Walikota.  

 
Pasal 4 

 
(1) Pemberian insentif  sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 3 

ayat (3) huruf a dapat diberikan kepada Pegawai BPPD 
setelah melaksanakan tugas di BPPD paling singkat 6 
(enam) bulan berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan 
Tugas dari Kepala  BPPD kecuali Pegawai BPPD yang 
menduduki Jabatan Struktural. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 
untuk Pegawai BPPD yang melaksanakan tugas pada BPPD 
terhitung sejak peraturan ini diundangkan. 

 
 

BAB III 
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN 
DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

 
Pasal 5 

 
(1) Kepala BPPD menyusun penganggaran Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah. 
(2) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokan ke 
dalam: 
a. belanja pegawai yaitu pada rekening belanja insentif bagi 

Pegawai Negeri Sipil atas pemungutan  pajak  daerah; 
dan 

b. belanja jasa insentif bagi pegawai Non Pegawai Negeri 
Sipil Daerah atas pemungutan pajak daerah.  

 

Pasal 6 
 
(1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

dibayarkan  setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya. 
(2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, 

insentif untuk triwulan dimaksud dibayarkan pada awal 
triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja 
triwulan yang ditentukan. 

(3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran 
penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif 
yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.  

 
 
 
 
 
 

Pasal 7 … 



Pasal 7 

( 1) Dalam hal target penerimaan pajak pada akhir tahun anggaran
telah dicapai atau terlampaui, pemberian insentif belum dapat
dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pembayaran insentif
diberikan pada tahun berikutnya yang pelaksanaannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pertanggungjawaban pemberian insentif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB IV 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 8 

Pada saat Peraturan W alikota ini mulai berlaku, Peraturan W alikota 
Palembang Nomor 89 Tahun 2018 tentang Pencapaian Target Kinerja 
Penerimaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 
2018 Nomor 89), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 9 

Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Palembang. 

Ditetapkan di Palembang 
pada tanggal 14 September 2021

W ALIKOTA PALEMBANG, 

ttd 

HARNOJOYO 

Diundangkan di Palembang 
pada tanggal 14 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG, 

ttd 

RATU DEWA 
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2021 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARlAT DAERAH KOTA PALEMBANG, 

/ 

ALLAN GUNERY 
NIP. 198403232002121001


